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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kucing Busok sebagai modal politik lokal dalam konteks konservasi, tata
kelola pemerintahan (governance), dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pulau Raas, yang masuk
wilayah Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebagai satu-satunya kucing
ras endemik diindonesia saat ini yang diakui secara internasional, Kucing Busok memiliki nilai ekologis, kultural, dan
politik yang signifikan, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai simbol identitas lokal dan instrumen kebijakan publik.
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta
laporan lembaga terkait yang membahas politik lokal, konservasi satwa, governance, dan pariwisata berbasis komunitas.
Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara pelestarian fauna endemik dan
pembentukan legitimasi politik lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa, pada tahun 1990-an, Kucing Busok sempat jadi
oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Pulau Raas Madura. Karena kegiatan itu, keberadaan Busok lambat laun
semakin langka. Saat ini kemurnian genetik Kucing Busok dijaga secara ketat oleh masyarakat setempat melalui norma
sosial yang melarang pengeluaran kucing ini dari Pulau Raas tanpa melalui proses kebiri atau sterilisasi. Praktik ini
berfungsi sebagai mekanisme konservasi berbasis komunitas guna menjaga keaslian genetik dan keberlanjutan populasi.
Upaya pelestarian tersebut semakin diperkuat dengan adanya pengakuan internasional dati World Cat Federation (WCF)
pada November 2022 yang menetapkan Kucing Busok sebagai kucing ras asli Indonesia. Studi ini berkontribusi pada
pengembangan kajian politik lokal dengan menempatkan fauna endemik sebagai modal politik strategis dalam kebijakan
konservasi dan pariwisata berbasis identitas lokal, khususnya bagi segmentasi wisata pecinta hewan (animal lovers) global

Ekonomi Politik, Legitimasi Politik Lokal, Pasar Wisata Global, Politik Simbolik, Simbol Fauna Ras.

1. PENDAHULUAN

Fauna endemik dan hewan simbolik semakin memperoleh posisi strategis dalam dinamika
pembangunan wilayah, tidak hanya sebagai objek konservasi ekologis, tetapi juga sebagai sumber daya
simbolik yang dapat dikapitalisasi sebagai modal politik lokal. Dalam kajian ilmu politik dan kebijakan publik
kontemporer, modal politik tidak semata dipahami sebagai dukungan elektoral atau kekuatan institusional,
melainkan juga sebagai akumulasi legitimasi, simbol, dan identitas yang memungkinkan aktor politik
terutama pemerintah daerah mengartikulasikan kebijakan secara efektif dan diterima publik. Dalam konteks
ini, satwa endemik atau satwa ikonik berfungsi sebagai medium simbolik yang menjembatani kepentingan
konservasi, tata kelola pemerintahan (governance), serta pengembangan pariwisata berbasis identitas lokal.

Literatur pariwisata berkelanjutan dan political ecology menunjukkan bahwa pemanfaatan satwa
sebagai ikon destinasi telah menjadi strategi umum di berbagai negara. Hewan tidak lagi diposisikan semata
sebagai objek biologis, tetapi sebagai cultural signifier yang mengandung makna sosial, ekonomi, dan politik.
Studi-studi tentang animal-based tourism menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata berbasis satwa
sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan publik, partisipasi masyarakat lokal, dan konstruksi
simbolik yang dilekatkan pada hewan tersebut (Fennell, 2015; Markwell, 2015). Dalam kerangka ini, satwa
dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi kebijakan sekaligus alat place branding yang efektif.
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Pengalaman internasional memperlihatkan bagaimana kucing sebagai satwa yang dekat dengan
kehidupan manusia dapat menjadi aset strategis dalam pembangunan pariwisata dan politik identitas lokal.
Kota Kuching, Malaysia, misalnya, kucing telah dikonstruksikan secara sistematis sebagai simbol kota
melalui kebijakan tata ruang, pengembangan museum tematik, dan integrasi ikon kucing dalam narasi
pariwisata kota. Studi tentang wrban place branding menunjukkan bahwa strategi tersebut berhasil
memperkuat citra Kuching sebagai kota wisata berbasis identitas unik, sekaligus meningkatkan kohesi sosial
dan kebanggaan lokal (Hankinson, 2015; Kavaratzis & Ashworth, 2017). Pengelolaan wisata Kota Kuching
memperlihatkan bagaimana simbol kucing tidak hadir secara alami, melainkan dibentuk melalui keputusan
politik, investasi kebijakan, dan narasi budaya yang berkelanjutan.

Kasus serupa juga terlihat di Howtong Cat 1/illage, Taiwan, yang sering dijadikan rujukan akademik
dalam kajian community based tourism dan regenerasi kawasan pasca-industri. Houtong merupakan bekas desa
tambang yang mengalami kemunduran ekonomi, sebelum kemudian direvitalisasi melalui pariwisata berbasis
kucing. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Houtong tidak hanya terletak pada daya tarik kucing
itu sendiri, tetapi pada keterlibatan komunitas lokal, dukungan pemerintah daerah, serta narasi pelestarian
yang dikaitkan dengan ekonomi kreatif dan keberlanjutan sosial (Chen & Chang, 2018; Lin, 2019). Kucing
di Houtong berfungsi sebagai symbolic capital yang memungkinkan transformasi kebijakan pembangunan
wilayah dari ekstraktif menuju pariwisata berkelanjutan.

Dimensi simbolik kucing juga terlihat kuat dalam konteks warisan budaya global, seperti di kawasan
Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Kucing yang hidup di sckitar situs warisan dunia tersebut termasuk figur
kucing yang kemudian menjadi ikon wisata menunjukkan bagaimana relasi manusia, hewan, dan ruang sakral
membentuk daya tarik wisata urban. Studi tentang heritage tourism dan multispecies urbanism mencatat bahwa
kehadiran hewan di ruang bersejarah tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga
memperkuat narasi toleransi, keberlanjutan, dan inklusivitas dalam tata kelola kota (Buller, 2016; Porter et
al., 2020). Fenomena ini menegaskan bahwa kucing dapat menjadi aktor non-manusia yang berperan dalam
pembentukan makna politik dan budaya suatu ruang.

Dalam konteks Indonesia, Kucing Busok di Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Madura,
menghadirkan dinamika yang sebanding, namun dengan karakteristik lokal yang khas. Sebagai satu-satunya
ras kucing endemik Indonesia yang memperoleh pengakuan internasional dari World Cat Federation pada
2022, Kucing Busok memiliki nilai biologis sekaligus simbolik yang tinggi. Upaya pelestarian Kucing Busok
tidak dapat dilepaskan dari peran aktif Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membangun legitimasi
kebijakan konservasi melalui agenda promosi dan edukasi publik. Penyelenggaraan Indonesia Bred and Raas
Catshow pada 14 April 2018 yang terintegrasi dengan program Visit Sumenep menjadi contoh konkret
bagaimana konservasi satwa endemik dimobilisasi sebagai instrumen kebijakan kultural dan pariwisata
daerah.

Dari perspektif politik lokal, agenda tersebut menunjukkan bahwa pelestarian Kucing Busok tidak
hanya dipahami sebagai kewajiban ekologis, tetapi juga sebagai investasi simbolik yang memperkuat identitas
daerah dan daya saing pariwisata. Pernyataan Bupati Sumenep pada momentum tersebut menegaskan bahwa
keberhasilan konservasi tidak dapat bertumpu pada regulasi formal semata, melainkan membutuhkan sinergi
antara pemerintah, masyarakat lokal, dan komunitas pecinta hewan. Sinergi ini mencerminkan prinsip
collaborative governance yang dalam literatur kebijakan publik dipandang sebagai prasyarat keberlanjutan
kebijakan konservasi (Ansell & Gash, 2008). Lebih jauh, pelestarian Kucing Busok juga diperkuat oleh
norma sosial dan kepercayaan lokal masyarakat Pulau Raas, seperti larangan membawa kucing keluar pulau
tanpa prosedur tertentu dan mitos tentang kesialan bagi pelanggar. Dalam kajian antropologi politik,
mekanisme sosial semacam ini dipahami sebagai bentuk zuformal institutions yang berperan penting dalam
menopang kebijakan formal negara (Helmke & Levitsky, 2004). Dengan demikian, konservasi Kucing Busok
berlangsung dalam irisan antara kebijakan negara, norma adat, dan simbolisme budaya.

Meskipun berbagai studi telah membahas konservasi satwa, pariwisata berbasis komunitas, dan place
branding, kajian yang secara eksplisit menempatkan fauna endemik sebagai modal politik lokal masih relatif
terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian yang mengintegrasikan praktik konservasi,
simbolisme budaya, dan strategi politik lokal dalam satu kerangka analisis masih jarang ditemukan. Oleh
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karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana Kucing Busok berfungsi sebagai modal
politik lokal dalam konteks konservasi, tata kelola pemerintahan, dan pengembangan pariwisata
berkelanjutan di Pulau Raas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kucing Busok sebagai aset
strategis yang tidak hanya memiliki nilai eckologis, tetapi juga nilai politik, sosial, dan kultural dalam
pembangunan daerah. Dengan mengaitkan pengalaman Pulau Raas dengan praktik internasional di Kuching
(Malaysia), Houtong (Taiwan), dan Istanbul (Turki), studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang
politik lokal, konservasi berbasis komunitas, dan pariwisata berkelanjutan berbasis identitas fauna.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual-analitis,
berbasis data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (/ibrary research). Topologi data bersifat kualitatif-
konseptual, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konstruksi makna, relasi kekuasaan, dan
kerangka institusional di balik pelestarian fauna endemik. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:
Literatur akademik yaitu Artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang membahas politik lokal,
local political capital, symbolic capital, political ecology, animal-based tourism, place branding, dan collaborative governance.
Buku ilmiah dan monograf yaitu Karya-karya teoritik yang relevan dengan legitimasi politik, tata kelola
pemerintahan, ekonomi politik pariwisata, serta konservasi berbasis komunitas. Dokumen kebijakan dan
laporan institusional yaitu dokumen pemerintah daerah, laporan lembaga riset, serta publikasi organisasi
yang berkaitan dengan pelestarian dan pengakuan Kucing Busok, Sumber media kredibel yaitu Artikel media
arus utama digunakan secara selektif sebagai data pendukung untuk memperkaya konteks empiris,
khususnya terkait sejarah, narasi publik, dan dinamika pengakuan internasional Kucing Busok, dan
pemilihan data sekunder ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat analitis dan teoritis, yaitu untuk
menelaah bagaimana Kucing Busok dikonstruksikan sebagai modal politik lokal dalam relasi antara
konservasi, tata kelola pemerintahan, dan pariwisata berkelanjutan, tanpa melakukan pengumpulan data
lapangan secara langsung (Jessop, 2016; Creswell, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, dengan tahapan
berikut; Identifikasi kata kunci yaitu kata kunci utama meliputi: /ocal political capital, symbolic capital, endemic
fauna, animal-based tonrism, place branding, governance, community-based conservation, serta Kucing Busok/Raas cat,
Seleksi sumber yaitu literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi tematik, kredibilitas akademik, dan
kontribusi teoritis. Prioritas diberikan pada jurnal bereputasi dan penerbit akademik internasional (Fennell,
2015; Kavaratzis & Ashworth, 2017), dan Klasifikasi data
Data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam klaster tematik berupa fauna endemik dan simbolisme politik,
governance formal dan institusi informal, pariwisata berbasis satwa dan ekonomi politik lokal, studi komparatif
internasional terkait kucing sebagai simbol wilayah.

Prosedur ini memungkinkan penyusunan kerangka analisis yang sistematis serta perbandingan lintas
konteks antara Pulau Raas dan praktik internasional (Bramwell & Lane, 2011), dan Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan interpretatif, dengan tahapan sebagai
berikut; Analisis tematik (zhematic analysis), Literatur dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama
terkait peran fauna endemik sebagai modal politik lokal, termasuk legitimasi kebijakan, simbolisme budaya,
dan relasi kekuasaan (Bourdieu, 1986; Robbins, 2020), Analisis konseptual dan komparatif yaitu konsep-
konsep kunci seperti symbolic capital, collaborative governance, dan place branding digunakan sebagai perangkat
analisis untuk membaca kasus Kucing Busok, serta dibandingkan dengan studi kasus internasional seperti
Kuching (Malaysia), Houtong (Taiwan), dan pulau-pulau kucing di Jepang (Hankinson, 2015; Chen &
Chang, 2018), dan Sintesis analitis yaitu temuan dianalisis secara integratif untuk menjelaskan bagaimana
konservasi Kucing Busok berfungsi tidak hanya sebagai praktik ekologis, tetapi juga sebagai instrumen
legitimasi politik lokal dan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena politik simbolik dan konstruksi makna,
yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun membutuhkan interpretasi mendalam terhadap narasi dan
relasi sosial (Creswell & Poth, 2018). Visualisasi dan Penyajian Data yaitu visualisasi data disajikan dalam
bentuk diagram konseptual dan skema analitis, bukan statistik kuantitatif. Visualisasi digunakan untuk
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memetakan relasi konseptual antara fauna endemik, simbolisme budaya, legitimasi kebijakan, governance, dan
pasar pariwisata global, menjelaskan alur logis analisis dan posisi Kucing Busok sebagai penghubung antara
konservasi, identitas lokal, dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kejelasan argumentasi teoretis dan
transparansi metodologis, Pendekatan visual semacam ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif-
konseptual untuk memperkuat koherensi analisis (Miles, Huberman, & Saldafia, 2014), dan validitas dan
reliabilitas yaitu validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber literatur, dengan membandingkan
perspektif akademik, kebijakan, dan laporan empiris dari berbagai konteks. Reliabilitas dicapai melalui
konsistensi penggunaan kerangka teoritis dan prosedur analisis terhadap seluruh sumber data. Dengan
pendekatan kualitatif-konseptual ini, temuan penelitian bersifat analytically generalizable, sehingga dapat
dievaluasi dan digunakan sebagai rujukan konseptual dalam penelitian lain yang mengkaji relasi antara fauna
endemik, politik lokal, dan pariwisata berbasis simbol (Yin, 2018).

3. HASIL

Bagian ini menyajikan dan membahas temuan penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif-
deskriptif dengan teknik analisis dokumen kebijakan, studi pustaka, serta penelusuran narasi lokal mengenai
Kucing Busok di Pulau Raas. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teoretis political capital, zulti-level
governance, dan political ecology untuk memahami posisi Kucing Busok dalam relasi antara konservasi, tata kelola
pariwisata, dan kebijakan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kucing Busok memiliki posisi strategis sebagai simbol
identitas lokal yang hidup dalam praktik sosial dan representasi kultural masyarakat Pulau Raas. Keberadaan
Kucing Busok tidak hanya dimaknai sebagai fauna endemik, tetapi juga sebagai simbol keterikatan
masyarakat terhadap ruang hidup kepulauan dan sejarah lokal. Dalam kerangka political capital, simbolisme
tersebut merepresentasikan modal simbolik yang berpotensi dikonversi menjadi modal politik institusional
apabila dilembagakan melalui kebijakan publik (Bourdieu, 1986). Namun demikian, temuan peneclitian
menunjukkan bahwa hingga saat ini modal simbolik Kucing Busok belum terinstitusionalisasi dalam regulasi
daerah. Belum terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yang secara eksplisit mengatur perlindungan,
pengelolaan, maupun pemanfaatan satwa endemik lokal. Akibatnya, Kucing Busok masih berada dalam
ranah pengakuan sosial, tanpa jaminan perlindungan hukum yang mengikat.

Dalam konteks regulasi nasional terbaru, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang
menggantikan dan memperbarui UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya memberikan kerangka hukum baru yang lebih komprehensif. UU ini memperluas
tanggung jawab konservasi tidak hanya pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, termasuk
dalam perlindungan satwa endemik berbasis karakteristik lokal. Secara normatif, keberlakuan UU ini
membuka ruang hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyusun perda turunan
mengenai konservasi satwa endemik seperti Kucing Busok. Namun, penelitian ini menemukan bahwa
peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, schingga terjadi kesenjangan antara mandat nasional
dan implementasi kebijakan daerah.

Analisis terthadap Perda Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata daerah
masih berorientasi pada pengembangan destinasi fisik dan budaya material. Fauna endemik, termasuk
Kucing Busok, belum diposisikan sebagai elemen strategis dalam perencanaan pariwisata. Pendekatan ini
mencerminkan paradigma destination based tourism, di mana pariwisata dipahami sebagai pengelolaan ruang
dan objek, bukan sebagai sistem sosial ekologis yang terintegrasi. Dalam perspektif pariwisata berkelanjutan,
satwa endemik seharusnya dapat berfungsi sebagai flagship species yang menghubungkan kepentingan
konservasi dengan pembangunan ekonomi lokal (Bramwell & Lane, 2011). Ketidakhadiran Kucing Busok
dalam RIPPARDA menandakan lemahnya integrasi antara kebijakan pariwisata dan konservasi di tingkat
daerah.
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Temuan selanjutnya berkaitan dengan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perda ini menekankan prinsip keberlanjutan lingkungan,
namun fokus utamanya berada pada sumber daya kelautan dan pesisir. Fauna darat endemik di pulau-pulau
kecil, seperti Kucing Busok, tidak termasuk dalam rezim pengelolaan tersebut. Dalam kerangka multi level
governance, kondisi ini menunjukkan adanya fragmentasi sektoral dan lemahnya koordinasi kebijakan antar
sektor lingkungan, pariwisata, dan pembangunan wilayah (Pierre & Peters, 2020). Sementara dalam
perspektif political ecology, fragmentasi ini mencerminkan relasi kuasa yang memprioritaskan sumber daya
dengan nilai eckonomi langsung, sehingga konservasi satwa lokal cenderung terpinggirkan (Robbins, 2012).

Pengesahan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Desa Wisata membuka
peluang baru bagi pengarusutamaan identitas lokal dalam tata kelola pariwisata berbasis komunitas. Namun,
penelitian ini menemukan bahwa Kucing Busok belum secara eksplisit diintegrasikan sebagai komponen
daya tarik desa wisata di wilayah kepulauan Raas. Padahal, dalam pendekatan comzmunity based tourism, simbol
dan sumber daya lokal merupakan fondasi utama pariwisata berkelanjutan (Goodwin & Santilli, 2009). Di
sisi lain, kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan telah diatur melalui UU Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012, namun regulasi tersebut masih bersifat
umum. Penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat Perda CSR di Kabupaten Sumenep yang secara
spesifik mengarahkan dana CSR untuk konservasi satwa endemik dan pariwisata berkelanjutan.

Ketiadaan Perda CSR menyebabkan perusahaan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan dana
CSR. Dengan adanya Perda CSR yang diturunkan dari UU nasional, perusahaan akan memiliki kepastian
hukum bahwa dana CSR yang disalurkan memiliki payung hukum yang jelas, aman, dan akuntabel. Hal ini
berpotensi memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam konservasi

Kucing Busok.
Table 1. Pemetaan Regulasi dan Dampaknya terhadap Kucing Busok
Bidang Peraturan/UU Status Dampak
Memberikan kerangka hukum baru
. Berlaku & ,
Konservasi SDA UU No. 32 . dan memperluas tanggung jawab
] menggantikan X )
Hayati & Satwa Tahun 2024 konservasi kepada pemerintah
UU 5/1990
daerah
Mengatur kewajiban CSR, tetapi
UU  No. 40 memerlukar.lfkperda tCSRal if{ang
Tahun 2007 & PP . secara .spes1 ik mengatur alokasi,
CSR Perusahaan Masih berlaku ~ mekanisme, dan pengelolaan dana

No. 47 Tahun . .

2012 bagi program konservasi dan
pelestarian Kucing Busok secara
berkelanjutan

Perda Kab.

.4 F ik tidak disebutk
Tata Kelola Pariwisata Sumenep No Betlaku auna.endem1 tida . disebutkan

Tahun 2018 sebagai elemen strategis

(RIPPARDA)

Perda Kab.

Fok isit & laut, f: d
Wilayah Kepulauan Sumenep No. 8 Betlaku ous pesisit & faut, fauna darat
endemik tidak termasuk

Tahun 2013

Perda Kab. B censi I dasi

m m
Desa Wisata Sumenep No. 1 Berlaku Kerpp e]r;m k. tet .er;g? © d(') :Sl
m
Tahun 2025 ucing Busok, tetapi belum diatur
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4. PEMBAHASAN

Dalam kajian ilmu politik kontemporer, konsep modal politik mengalami perluasan makna yang
signifikan. Modal politik tidak lagi dipahami semata sebagai sumber daya elektoral atau kekuatan institusional
formal, melainkan sebagai akumulasi legitimasi simbolik, identitas kolektif, dan pengakuan sosial yang
memungkinkan aktor politik memperoleh penerimaan publik terhadap kebijakan yang diusung (Bourdieu,
1986; Jessop, 2016). Dalam kerangka ini, simbol-simbol kultural termasuk fauna endemic dapat berfungsi
sebagai political resources yang efektif dalam membangun otoritas dan legitimasi pemerintahan lokal. Literatur
tentang political ecology dan environmental governance menunjukkan bahwa konservasi satwa tidak pernah bersifat
netral secara politik. Upaya pelestarian selalu melibatkan relasi kuasa antara negara, masyarakat lokal, dan
aktor non-negara, serta dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan simbolik (Bryant, 2015; Robbins, 2020).

Satwa endemik, khususnya, sering dikonstruksikan sebagai representasi identitas wilayah yang dapat
dimobilisasi dalam diskursus kebijakan publik, baik untuk kepentingan konservasi maupun pembangunan
ekonomi berbasis pariwisata. Dalam konteks pemerintahan daerah, fauna simbolik dapat berfungsi sebagai
symbolic capital yang memperkuat legitimasi kebijakan lokal. Studi-studi tentang desentralisasi dan politik lokal
menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung memanfaatkan simbol lokal untuk membedakan diri
dalam kompetisi antarwilayah, sekaligus membangun kedekatan emosional dengan masyarakat (Hadiz, 2010;
Aspinall & Sukmajati, 2016). Namun, sebagian besar kajian masih menempatkan simbol budaya dalam
bentuk artefak, ritual, atau identitas etnis, sementara fauna endemik relatif jarang dianalisis sebagai modal

politik yang strategis.

Literatur pariwisata berkelanjutan menegaskan bahwa pariwisata berbasis satwa (anznmzal-based tourism)
telah berkembang menjadi segmen penting dalam pasar wisata global, khususnya seiring meningkatnya minat
wisatawan terhadap pengalaman autentik, etis, dan berbasis konservasi (Fennell, 2015; Newsome, Moore, &
Dowling, 2013). Dalam konteks ini, satwa tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai
komoditas simbolik yang diproduksi dan direproduksi melalui kebijakan, narasi, dan praktik sosial
Pendekatan ekonomi politik dalam patiwisata menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berbasis satwa selalu
melibatkan negosiasi antara kepentingan konservasi dan komersialisasi.

Beberapa studi mengkritik kecenderungan greenmwashing dalam pariwisata satwa, di mana narasi
konservasi digunakan untuk melegitimasi eksploitasi ckonomi (Bischer & Fletcher, 2019). Namun,
penelitian lain menekankan bahwa dengan tata kelola yang inklusif dan berbasis komunitas, pariwisata satwa
justru dapat memperkuat kesejahteraan lokal sekaligus konservasi jangka panjang (Scheyvens, 1999; Stone
& Nyaupane, 2018). Dalam kerangka place branding, fauna simbolik sering digunakan sebagai penanda
identitas destinasi yang membedakan suatu wilayah di pasar wisata global. Kavaratzis dan Ashworth (2017)
menegaskan bahwa keberhasilan place branding tidak hanya bergantung pada strategi pemasaran, tetapi pada
konsistensi antara simbol yang dipromosikan, kebijakan publik, dan praktik sosial masyarakat lokal. Oleh
karena itu, fauna ras atau satwa ikonik dapat berfungsi sebagai titik temu antara ckonomi politik pariwisata

dan pembentukan legitimasi kebijakan lokal.

Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa kucing sebagai fauna yang dekat dengan
kehidupan manusia memiliki potensi simbolik yang kuat dalam pembangunan wilayah. Di Kota Kuching,
Malaysia, kucing dikonstruksikan secara sistematis sebagai simbol kota melalui kebijakan tata ruang, museum
tematik, ikon visual, dan narasi pariwisata resmi. Penelitian tentang urban branding menunjukkan bahwa
strategi ini tidak bersifat spontan, melainkan hasil dari keputusan politik dan investasi kebijakan jangka
panjang yang berhasil memperkuat citra kota dan kohesi sosial (Hankinson, 2015). Kasus Houtong Cat 1illage
di Taiwan memberikan contoh bagaimana kucing berfungsi sebagai symwbolic capital dalam regenerasi kawasan

pasca-industri.
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Studi Chen dan Chang (2018) serta Lin (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan Houtong tidak
hanya ditentukan oleh keberadaan kucing, tetapi oleh integrasi antara partisipasi komunitas, dukungan
pemerintah lokal, dan narasi konservasi yang dikaitkan dengan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, kucing
menjadi medium transisi kebijakan dari pembangunan ekstraktif menuju pariwisata berkelanjutan berbasis
komunitas. Dimensi simbolik fauna juga tampak dalam kajian multispecies urbanism, seperti pada studi
tentang kucing di kawasan Hagia Sophia, Istanbul. Porter et al. (2020) menunjukkan bahwa kehadiran kucing
di ruang warisan dunia berkontribusi pada pembentukan makna sosial dan politik ruang kota, sekaligus
memperkuat citra kota sebagai ruang yang inklusif dan berkelanjutan. Studi-studi ini memperluas
pemahaman tentang hewan sebagai aktor non-manusia yang berperan dalam tata kelola, pariwisata, dan
produksi makna politik.

Literatur governance menekankan bahwa keberhasilan kebijakan konservasi sangat bergantung
pada kolaborasi antara negara, masyarakat lokal, dan aktor non-negara (collaborative governance) (Ansell &
Gash, 2008). Dalam banyak kasus, regulasi formal tidak cukup efektif tanpa dukungan norma sosial dan
institusi informal yang hidup dalam masyarakat. Helmke dan Levitsky (2004) menunjukkan bahwa institusi
informal dapat memperkuat, melengkapi, atau bahkan menggantikan institusi formal dalam konteks tertentu.
Dalam studi konservasi berbasis komunitas, norma adat, mitos, dan kepercayaan lokal sering berfungsi
sebagai mekanisme pengendalian yang efektif terhadap eksploitasi sumber daya alam (Berkes, 2018).
Meskipun sering dipandang irasional dari perspektif kebijakan modern, mekanisme ini justru berperan
penting dalam menjaga keberlanjutan ekologis, terutama di wilayah kepulauan dan komunitas adat. Namun,
kajian yang mengaitkan norma sosial tersebut dengan pembentukan legitimasi politik lokal masih relatif

terbatas.

Kajian mengenai konservasi satwa dan pariwisata berkelanjutan telah berkembang pesat dalam dua
dekade terakhir, khususnya melalui pendekatan community-based conservation dan place branding. Sejumlah studi
meneckankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hayati
sekaligus mendorong mantaat ekonomi melalui sektor pariwisata (Bramwell & Lane, 2011; Giampiccoli &
Saayman, 2018). Namun demikian, sebagian besar literatur tersebut masih memposisikan fauna sebagai
objek ekologi atau komoditas wisata, bukan sebagai aktor simbolik dalam arena politik lokal. Dalam konteks
politik lokal, studi tentang po/itical capital dan legitimasi kebijakan lebih sering difokuskan pada elite politik,
institusi formal, atau identitas etnis dan budaya (Pierre & Peters, 2020; Hadiz, 2016). Fauna endemik jarang
diperlakukan sebagai sumber daya politik simbolik yang dapat dimobilisasi untuk membangun konsensus,
memperkuat legitimasi kebijakan, atau membentuk identitas wilayah. Akibatnya, relasi antara konservasi
fauna, kekuasaan lokal, dan proses pengambilan kebijakan masih terfragmentasi dalam literatur.

Penelitian mengenai kucing dalam konteks pariwisata dan #rban branding memang telah dilakukan di
beberapa destinasi internasional, seperti Kuching di Malaysia, Istanbul di Turki, dan Tashirojima di Jepang.
Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa kucing dapat berfungsi sebagai ikon kota, daya tarik wisata, dan
simbol toleransi sosial (Henderson, 2019; Choi & Kim, 2021). Namun, fokus penelitian cenderung berada
pada wilayah perkotaan atau destinasi global dengan infrastruktur pariwisata mapan, schingga mengabaikan
konteks pulau kecil dengan tata kelola terbatas dan dinamika politik lokal yang lebih kompleks. Di Indonesia,
kajian tentang fauna endemik umumnya bergerak dalam ranah biologi konservasi dan kebijakan lingkungan,
sementara analisis politik lokal dan legitimasi kebijakan berjalan secara terpisah (Santosa et al., 2017;
Armitage et al., 2020). Minimnya pendekatan interdisipliner menyebabkan kurangnya pemahaman tentang
bagaimana fauna endemik dapat dimanfaatkan sebagai modal politik lokal yang menghubungkan konservasi,
governance, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini
memosisikan Kucing Busok Pulau Raas sebagai unit analisis utama untuk mengintegrasikan perspektif
ekonomi politik, governance Aybrid (formal dan informal), simbolisme fauna, serta dinamika pasar wisata
global. Dengan menempatkan fauna ras endemik sebagai aset strategis dalam pembentukan legitimasi
kebijakan dan identitas daerah, studi ini tidak hanya mengisi kekosongan empiris dalam konteks pulau kecil
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di Indonesia, tetapi juga memperluas kerangka teoretis dalam literatur politik lokal dan pariwisata

berkelanjutan.

Pengalaman internasional terkait fauna simbolik sebagai aset politik dan ekonomi dapat ditemukan
secara menonjol pada fenomena cat island di Jepang, khususnya Tashirojima (Prefektur Miyagi) dan
Aoshima (Prefektur Ehime). Kedua pulau ini sering dikonstruksikan dalam literatur pariwisata sebagai
destinasi unik berbasis kehadiran kucing dalam jumlah besar, yang hidup berdampingan dengan komunitas
nelayan dan lanskap kepulauan yang terdepopulasi. Secara historis, populasi kucing di Tashirojima dan
Aoshima berkembang sejak era industri ulat sutra, ketika kucing dipelihara untuk mengendalikan hama tikus
yang mengancam produksi kokon. Seiring menurunnya aktivitas industri tersebut, kucing tetap
dipertahankan dan kemudian mengalami rekontekstualisasi makna sebagai simbol keberuntungan dan
pelindung komunitas pesisir (Manzenreiter, 2017).

Dalam perspektif ekonomi politik pariwisata, pulau-pulau kucing di Jepang menunjukkan
bagaimana fauna non-endemik sebagian besar kucing ras campuran seperti calico (belang tiga) dan tabby
dapat direproduksi sebagai komoditas simbolik melalui narasi budaya, ritual lokal (misalnya kuil kucing di
Tashirojima), serta representasi visual dalam media dan industri kreatif. Studi-studi pariwisata Jepang
menegaskan bahwa popularitas Tashirojima dan Aoshima tidak didasarkan pada kekhasan biologis ras
kucing, melainkan pada kepadatan populasi kucing, pengalaman afektif wisatawan, dan narasi romantisasi
kehidupan pulau terpencil (Shen, 2024). Namun demikian, literatur kritis mencatat bahwa model pariwisata
tersebut bersifat rentan secara struktural, karena sangat bergantung pada eksposur media, arus wisata
musiman, dan infrastruktur transportasi terbatas seperti feri dari Pelabuhan Nagahama. Selain itu, tidak
adanya kerangka konservasi formal terhadap kucing yang bukan satwa endemik dan tidak dilindungi secara
biologis membuat tata kelola pariwisata di pulau-pulau tersebut lebih bersifat ad hoc dan simbolik daripada
berbasis kebijakan jangka panjang (Mostafanezhad, 2019).

Dalam konteks ini, posisi Kucing Busok Pulau Raas menunjukkan perbedaan konseptual yang
signifikan. Berbeda dengan Tashirojima dan Aoshima, Kucing Busok memiliki karakteristik sebagai fauna
ras endemik lokal yang melekat pada identitas geografis dan kultural Pulau Raas. Hal ini memberikan potensi
modal politik yang lebih kuat, karena kucing tidak hanya berfungsi sebagai atraksi wisata, tetapi juga sebagai
simbol otentik yang dapat dilegitimasi melalui kebijakan konservasi, regulasi dacrah, dan narasi identitas
lokal. Dengan demikian, Pulau Raas berpotensi melampaui model cat island Jepang yang berbasis popularitas
kuantitatif, menuju model patriwisata-politik berbasis keunggulan simbolik dan biologis. Perbandingan ini
memperkuat argumen bahwa fauna endemic seperti Kucing Busok memiliki nilai strategis yang lebih
berkelanjutan sebagai modal politik lokal dibandingkan fauna non-endemik yang direproduksi semata
melalui narasi wisata. Dalam kerangka governance dan legitimasi kebijakan, status endemik memungkinkan
integrasi yang lebih kuat antara konservasi, pariwisata berkelanjutan, dan pembentukan identitas daerah,
khususnya di wilayah kepulauan dengan dinamika politik lokal yang khas.

Table 2. Fokus dan Kebaruan Penelitian

Aspek Gap Penelitian Kontribusi Penelitian

Banyak studi t imbol f; fok
anyak studi tentang stmbol fauna fokus Menempatkan Kucing Busok sebagai local

Fauna Endemik &  pada megafauna atau hewan besar atau litical canital hubunek
i ital yang men, n
Politik Lokal urban; studi endemik kecil di kepulauan pofitica c%p 2 yaflg Inetighibiigsa
konservasi, governance, dan pariwisata.
kurang.
Governance Hybrid Qovemanw d.alam kon'?‘ervasi sering hanya Me.nggabung.kan tata kelola f(?rmal dz?n norma
dibahas dari perspektif formal atau sosial atau mitos lokal sebagai mekanisme
(Formal + Adat) . . .
komunitas. konservasi efektif.

Menunjukkan hubungan langsung antara
Apnimal-based Tourism  Studi tentang pariwisata berbasis fauna . ] . g, . g 8 .
. . . . simbol fauna legitimasi politik strategi tempat

& Place Branding cenderung terpisah dari politik lokal. .
dalam konteks global tourism.
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Aspek Gap Penelitian Kontribusi Penelitian

Memadukan k Tashirojima & Aoshi
Studi kasus internasional relatif sporadis eradukan kasus Lasirojima oshima

Komparasi (Jepang) dengan konteks Kucing Busok

dan tidak terintegrasi dalam satu kerangka

Internasional (Indonesia) untuk memperkaya literatur

teoretis politik. global.

Penelitian ilmiah awal mengenai kucing Busok sebagai ras kucing endemik Indonesia telah
dilakukan oleh akademisi nasional. Salah satu institusi yang berperan penting adalah Fakultas Kedokteran
Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM). Berdasarkan laporan Kompas.com, peneliti UGM, seperti drh.
Slamet Raharjo, menyatakan bahwa sejak tahun 2008 telah dilakukan upaya penelitian untuk mengenali dan
mendokumentasikan kucing Busok sebagai ras khas Indonesia melalui kajian karakteristik morfologi serta
penclusuran asal-usulnya sebagai natural breed yang berkembang secara lokal di Pulau Raas (Kompas.com,
2022). Penelitian ini menjadi fondasi awal dalam mengangkat kucing Busok dari pengetahuan lokal menuju
pengakuan ilmiah dan konservasi berbasis sains. Selanjutnya, penelitian yang lebih teknis dan mendalam
dilakukan oleh peneliti biologi Ronny Rachman Noor melalui kajian fenotipe dan genotipe kucing Busok.
Hasil penelitian tersebut dipublikasikan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) IPB University. Studi ini menunjukkan bahwa kucing Busok tergolong dalam kelompok kucing
Asia yang berkembang secara alami dengan karakter genetika khas akibat isolasi geografis Pulau Raas.
Meskipun memiliki tingkat variasi genetika yang relatif tinggi, populasi kucing Busok tergolong langka dan
berkembang secara terisolasi, sechingga memerlukan perhatian khusus dalam upaya konservasi dan
pengelolaan keberlanjutan ras (Noor, 2014; Kumparan, 2022).

Pelestarian fauna endemik merupakan proses sosial-politik yang melibatkan berbagai aktor dengan
motif dan kapasitas yang berbeda. Dalam studi konservasi modern, pelestarian satwa tidak lagi dipahami
semata-mata sebagai upaya ckologis, tetapi juga sebagai arena interaksi politik, sosial, dan ekonomi, di mana
legitimasi kebijakan publik dapat dibentuk melalui narasi identitas dan pembangunan wilayah (Bramwell &
Lane, 2011; Pierre & Peters, 2020). Pendekatan ini relevan untuk memahami pelestarian Kucing Busok (Raas
cat) sebagai fenomena yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga merepresentasikan dinamika politik
lokal. Kucing Busok merupakan ras kucing endemik Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang
berkembang secara alami tanpa intervensi pemuliaan buatan dan relatif terisolasi secara genetik. Isolasi
tersebut diperkuat oleh praktik sosial masyarakat setempat, seperti norma tidak membawa keluar kucing
Busok yang belum disterilisasi, guna menjaga kemurnian ras. Berdasarkan pengamatan komunitas dan
catatan historis, populasi Kucing Busok dengan gen murni diperkirakan kurang dari 100 ekor pada sekitar
tahun 2016, yang menunjukkan statusnya sebagai satwa langka dan rentan schingga memerlukan perhatian
konservasi khusus (Kompas.com, 2022; The Jakarta Post, 2022).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep berperan sebagai aktor formal utama dalam pelestarian
Kucing Busok melalui kebijakan publik dan agenda pembangunan daerah. Peran tersebut diwujudkan antara
lain melalui penyelenggaraan kontes kucing berskala nasional dan internasional serta wacana pembangunan
kawasan konservasi satwa khas daerah. Upaya ini menunjukkan bagaimana otoritas lokal berusaha
mengintegrasikan kepentingan konservasi dengan strategi pengembangan pariwisata dan penguatan identitas
wilayah, yang pada akhirnya membangun legitimasi politik berbasis simbol lokal (Bramwell & Lane, 2011).
Selain aktor negara, organisasi non-negara seperti Cat Fancy Indonesia (CFI) dan Indonesian Busok Raas
Association IBRA) memainkan peran penting dalam dokumentasi standar ras, promosi budaya, serta jejaring
dengan komunitas global pecinta kucing. Keterlibatan asosiasi semacam ini berkontribusi pada
pembentukan nilai simbolik Kucing Busok sebagai fauna langka yang memiliki daya tarik budaya dan
ekonomi. Literatur tentang animal-based tonrism menunjukkan bahwa asosiasi ras dan komunitas pecinta satwa
memiliki peran strategis dalam membangun persepsi publik terhadap fauna, yang dapat dikonversi menjadi
modal simbolik dan ekonomi dalam konteks pariwisata berkelanjutan (Fennell, 2020; Newsome, Dowling,
& Moore, 2013).
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Di tingkat lokal, masyarakat Pulau Raas berfungsi sebagai aktor kunci dalam pelestarian melalui
praktik sosial dan norma adat yang menjaga keberlanjutan populasi Kucing Busok. Pendekatan berbasis
komunitas ini sejalan dengan konsep community-based conservation, di mana nilai budaya, pengetahuan lokal,
dan kepemilikan sosial terhadap sumber daya alam menjadi modal utama dalam menjaga keberlanjutan
spesies endemik (Berkes, 2018). Namun demikian, kolaborasi dengan institusi ilmiah masih relatif terbatas,
meskipun telah dilakukan beberapa inisiatif dokumentasi fenotipe dan genotipe bersama lembaga riset. Kondisi
ini menunjukkan perlunya integrasi yang lebih kuat antara data ilmiah, kebijakan publik, dan praktik
komunitas agar strategi pelestarian dapat berjalan secara lebih terukur dan efektif.

Secara keseluruhan, pelestarian Kucing Busok ke depan dapat dirancang melalui suatu skema yang
melibatkan konfigurasi aktor formal (pemerintah), aktor non-formal (asosiasi dan komunitas), sektor swasta
yang direpresentasikan oleh perusahaan, serta masyarakat lokal. Interaksi antaraktor tersebut berlangsung
dalam relasi kekuasaan, simbolisme budaya, dan dinamika pembangunan ekonomi lokal. Keterlibatan sektor
swasta khususnya Perusahaan terwujud terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang
diarahkan pada dukungan kegiatan konservasi, pemberdayaan masyarakat, penguatan destinasi wisata
berbasis fauna endemik, serta promosi identitas lokal. Dalam kerangka CSR, kepentingan perusahaan
bersifat sosial dan reputasional, yaitu membangun legitimasi sosial (social license to operate), memperkuat
hubungan dengan komunitas lokal, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang sejalan
dengan nilai-nilai lingkungan dan sosial (Carroll, 1991; Porter & Kramer, 2011).

Melalui skema CSR tersebut, perusahaan tidak hanya berperan sebagai penyandang dana, tetapi juga
sebagai mitra pembangunan yang berkontribusi dalam pembentukan narasi konservasi, penguatan tata kelola
kolaboratif (collaborative governance), serta integrasi isu keberlanjutan ke dalam kebijakan dan praktik
pembangunan lokal (Ansell & Gash, 2008; Bebbington et al., 2014). Dalam konteks pulau kecil yang
memiliki struktur sosial yang erat dan identitas lokal yang kuat, keterlibatan perusahaan melalui CSR
berpotensi memperkuat posisi Kucing Busok sebagai simbol ekologis dan kultural sekaligus sebagai
instrumen pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan Kucing
Busok tidak hanya sebagai objek konservasi biologis, tetapi sebagai arena politik simbolik yang
mempertemukan governance, identitas lokal, pariwisata berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kucing Busok merupakan lebih dari sekadar fauna endemik
Pulau Raas. Kucing Busok memiliki fungsi strategis sebagai modal politik lokal yang mampu
menghubungkan kepentingan konservasi, penguatan identitas daerah, tata kelola pemerintahan, dan
pengembangan pariwisata berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa fauna endemik dapat menjadi
sumber legitimasi kebijakan dan simbol kolektif yang memperkuat posisi daerah dalam pembangunan
berbasis keunggulan lokal. Dengan demikian, pelestarian Kucing Busok tidak hanya penting dari aspek
ekologis, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat mendukung
pembangunan wilayah kepulauan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung optimalisasi peran tersebut, dipetlukan penguatan kebijakan yang
mengintegrasikan konservasi, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka tata kelola
kolaboratif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai persepsi masyarakat,
efektivitas kebijakan konservasi, serta potensi eckonomi Kucing Busok dalam pengembangan pariwisata
berbasis fauna endemik. Selain itu, penelitian komparatif dengan daerah lain yang memanfaatkan fauna
sebagai identitas wilayah dapat dilakukan guna memperkaya model pengelolaan konservasi dan
pembangunan daerah berbasis modal simbolik.
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